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BAB  V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1.  Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN karena merasa kepentingannya 

dirugikan dengan adanya  Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala 

Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/132/III/2014 Tentang 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang isinya memberhentikan 

penggugat tidak dengan hormat dari dinas Polri. 

2. Hakim  menolak gugatan penggugat  untuk seluruhnya, dengan alasan 

gugatan penggugat kurang bukti, dalil yang diajukan penggugat tidak 

beralasan hukum dan penggugat tidak berhasil untuk membuktikan 

kebenaran dalil-dalilnya. 

3. Implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan diterbitkannya  

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya memberhentikan 

penggugat.  penggugat  sudah  tidak tidak  bekerja lagi di Dinas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia karena putusan tersebut telah 

berkekuatan hukum tetap. 

 

B. Saran 

1. Hendaknya Anggota  Polri sebagai unsur aparatur pemerintah  di bidang 

keamanan tertib masyarakat (Kantibmas) harus bekerja lebih profesional, 

bermoral, bersih dan beretika dalam menjalankan tugasnya dan harus 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak 

kehormatan profesi dan organisasi serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, 

keadilan, dan kebenaran demi pelayanan kepada masyarakat. 

2.  Anggota  Polri  harus patuh dan taat terhadap Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku, baik menyangkut bidang kepegawaian maupun 

bidang lainnya demi mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik dan  harus 

selalu konsisten dalam menerapkan sanksi yang tegas kepada anggota 

yang melanggar kode etik, agar tindak pidana yang dilakukan oleh 

seorang anggota polri tidak terulang pada anggota yang lain. 

3. Diharapkan kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk 

mempertahankan metode penerapan dan penemuan hukum dalam setiap 

mengambil pertimbangan dan putusan. 
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